BAB III
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA GRESIK TENTANG KASUS
PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TANPA IZIN PEJABAT

A. Data Pengadilan Agama Gresik
1. Profil dan dasar hukum berdirinya Pengadilan Agama Gresik

Secara Yuridis Formal, Peradilan Agama sebagai suatu Badan
Peradilan yang terkait dalam sistem kenegaraan pada tanggal 1 Agustus
1882 untuk pertama kali lahir di Indonesia tepatnya di Jawa dan Madura.
Berdasarkan Keputusan Raja Belanda (Konninklijk Besluit) yakni Raja
Willem III tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24 yang dimuat dalam
Staatblad 1882 Nomor 152. Badan Peradilan ini bernama Priesterraden
yang kemudian lazim disebut Rapat Agama atau Raad Agama dan pada
masa sekarang lebih dikenal dengan sebutan Pengadilan Agama atau PA.

Keputusan Raja Belanda ini dinyatakan berlaku mulai tanggal 1
Agustus 1882 yang dimuat dalam Staatblad 7882 Nomor 153, keberadaan
Raad Agama di Gresik pada saat itu masih berada di samping atau tepat
disebelah utara Masjid Jamik Gresik. Kemudian pada Tahun 1942 oleh
masyarakat Islam Gresik dibuatkan gedung dengan status wakaf dengan
namaRaad Agama (sesuai piagam batu marmar yang menempel didinding
gedung) terletak di Jalan KH. Wahid Hasyim no. 2 atau sebelah barat
alun-alun Gresik.Pada tahun 1957 terjadi pergantian nama dari Raad
Agama menjadi Pengadilan Agama Gresik. Seiring berjalannya waktu

pada tahun 1980 oleh Departemen Agama RI dibangun kantor baru di JI.
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DR.Wahidin Sudiro Husodo nomor 45 melalui proyek Balai Sidang
Pengadilan Agama pada tahun 1979/1980, kemudian pada tahun 1984
memperoleh proyek pembangunan rumah dinas dari Departemen Agama.

Dan pada tahun 2004 Pengadilan Agama berada di bawah
kekuasaan Mahkamah Agung dengan Keputusan Presiden Nomor 21
tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi Administrasi dan Finansial di
Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan
Peradilan Agama ke Mahkamah Agung.

Pada tahun 2006 di tempat yang sama mulai dibangun gedung
baru dari anggaran tahun 2006 berlantai dua. Proyek tersebut mulai
dikerjakan pada bulan Agustus 2006 dan resmi digunakan pada awal
tahun 2007 sampai saat ini. Sehingga secara strategis gedung Pengadilan
Agama Gresik sebagai Pengadilan Agama Kelas I.B tepat di Kabupaten
Gresik Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 45, Telpon 031-3991193,
faximile 031-3981685, Desa  Randuagung, Kecamatan Kebomas,
Kabupaten Gresik, Kode pos 61121 >

2. Kedudukan, tugas pokok, fungsi Pengadilan Agama Gresik

Kedudukan Pengadilan Agama menurut UUD 1945 Pasal 24 ayat
(2) menyatakan :

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung

dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan

3%% http://www.pa-gresik.go.id/profil/sejarah-dan-profil.html diambil pada puku 01.05, 25
desember 2014

37


http://www.pa-gresik.go.id/profil/sejarah-dan-profil.html

Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer,
Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi dan UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006
dan UU Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 2 menyatakan :

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan
kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai
perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini. Pasal 3
UU Peradilan Agama tersebut menyatakan :

1) Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan
oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama
2) Kekuasaan kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama berpuncak

pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Tugas Pokok Pengadilan Agama Gresik adalah merupakan
lembaga peradilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat
pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan,
kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
serta waqaf, zakat, infaq dan shadagah serta ekonomi Syari’ah
sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

Fungsi Pengadilan Agama untuk melaksanakan tugas pokok

tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :
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Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi
Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan
Eksekusi;

Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Perkara banding,
Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan
lainnya;

Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di
Lingkungan Pengadilan Agama;

Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum
Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta
sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan
pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang
yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7
tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk

pengambilan deposito / tabungan, pensiunan dan sebagainya;
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Melaksanakan tugas - tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum,
memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset / penelitian dan
sebagainya’’
3. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Gresik
Wilayah Hukum Pengadilan Agama Gresik meliputi 16
Kecamatan dengan luas 1.191,25 Km? jarak tempuh antara desa dengan

Kantor pengadilan Agama Gresik antara 1,5 Km sampai 40 Km™, yaitu :

Wilayah Kecamatan di
Kabupaten Gresik
Kecamatan Gresik 22 Kelurahan
Kecamatan 22 Kelurahan
Kebomas
Kecamatan Manyar 23 Kelurahan
Kecamatan Cerme 25 Kelurahan
Kecamatan Benjeng 25 Kelurahan

% http://www.pa-gresik.go.id/profil/tugas-pokok-dan-fungsi.html diambil pada puku 01.30, 25
desember 2014

% http://www.pa-gresik.go.id/profil/wilayah-yuridiksi.html diambil pada puku 01.50, 25 desember
2014
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Kecamatan 25 Kelurahan
Driyorejo
Kecamatan 15 Kelurahan
Kedamean
Kecamatan Menganti 22 Kelurahan
Kecamatan 22 Kelurahan
Balongpanggang
Kecamatan Sidayu 21 Kelurahan
Kecamatan 13 Kelurahan
Ujungpangkah
Kecamatan Bungah 21 Kelurahan
Kecamatan Dukun 27 Kelurahan
Kecamatan Panceng 15 Kelurahan
Kecamatan 16 Kecamatan
Wringinanom

3.1 daftar table kecamatan di Kab. Gresik
4. Struktur Pengadilan Agama Gresik
STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA GRESIK KELAS

I B (Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 5 Tahun

1996) TAHUN 2012.

KETUA : Dra. Hj. Hasnawaty Abdullah, SH, MH.
WAKIL KETUA : Drs. H. Arifin, M.H.

HAKIM
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1. Dra. Masitah

Drs. H. M. Affan

Drs. Asrofi, S.H.,M.H

H. M. Arufin, S.H., M.Hum.
Drs. H. M. Bisyri, SH., MH.
Drs. H. Ach. Shofwan MS, S.H.
Drs. Masngaril Kirom, S.H.

Hj. Alvia Agustina. R, S.H.

U S v w

PANITERA /: Hj. Mudjiati, S.H
SEKRETARIS

WAKIL PANITERA : Hj.Nur Hayati, S.H.,M.H.
WAKIL SEKRETARIS : Mochammad Ischaq, S.H
PANITERA MUDA : Safia Umar, S.H
PANITERA MUDA : Hj. Istigomi, S.H.

KEPALA SUB BAGIAN

1. Kepegawaian Staff : Nurman Saputra, S.H
K. Holif Novel, S.HI
Fakhrur Rozi, S.H.
Muflihuddin M, S.Ag
Suparno

2. Keuangan Staff : Khiftiyah, S.Sos
IkhlatulLaily,S.H
Syahrullah Hadi Kusuma
Zainul Abidin
Fera Dina Ekawati
Nur Laily, S.Ei
Achmad Fathoni
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KEPALA SUB BAGIAN
3. Umum Staff : Siti Sopiyah, S.Si
Eti Nur Jannah, S.Pd
Yudi Ismail, S.Kom

PANITERA PENGGANTI JURUSITA /JURUSITA PENGGANTI
1. Muhamad Sun‘an, S.H. 1. Emi Rumbhastuti, S.Ag.
2. Abd Fakih 2. Dyah Rahmawati
3. Hujaidi, S.H. 3. Muhamad Sun‘an, S.H.
4. Tsamrotun Nafi’ah, S.H. 4. R.Khairani®

B. Deskripsi Kasus

Sesuai putusan Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili
perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah
menjatuhkan putusan perkara antara lain:

Pemohon Asli, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Ekonomi,
pekerjaan Karyawan Swasra, tempat tinggal Kabupaten Gresik. Selanjutnya
disebut sebagai “Pemohon”;

Melawan

Termohon Asli, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Pendidikan,

pekerjaan guru PNS, tempat tinggal di Kebomas, Gresik. Selanjutnya di sebut

sebagai “Termohon”.
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desember 2014
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Bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25 Juni
2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan. Pengadilan Agama Gresik, dengan Nomor
. 0977/Pdt.G/2013/PA.Gs., telah mengemukakan surat permohonannya sebagai
berikut:

1. Bahwa pemohon telah melansungkan pernikahan dengan Termohon pada
tanggal 26 September 2010, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, dengan status
Pemohon jejaka dan status termohon perawan, sebagaimana ternyata
dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 491/77/1X/2010 tanggal 27 September
2010;

2. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Pemohon dan Termohon bakda
dukhul dan telah dikaruniai keturunan bernama ATHAYA AFIF
FIRDAUS, Umur 2 tahun lahir 27 Juni 2011; yang saat ini anak tersebut
berada dalam asuhan atau pemeliharaan Termohon

3. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon mengambil tempat tinggal
di rumah orangtua termohon selama 1 bulan lalu tinggal di rumah orangtua
pemohon selama 4 bulan, kemudian tinggal di rumah kos bersama selama
4 pulan hingga termohon melahirkan dan akhirnya kembali lagi bertempat
tinggal di rumah orangtua termohon yang beralamat di Desa Krikilan
RT.02, RW.01, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan
harmonis, namun sejak pemohon keluar dari pekerjaannya di Restoran

kurang lebih sejak bulan Agustus 2011 tahun, kehidupan rumah tangga
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pemohon dan termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran yang kemudian semakin tajam dan memuncak

Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon

yang secara terus menerus tersebut karena dipicu oleh sebab antara lain;

a. Termohon sebagai isteri  tidak pernah memperhatikan pemohon
khususnya dalam hal kewajibannya sebagai seorang isteri

b. Termohon sering kali menloak diajak hubungan suami isteri oleh
pemohon, bahkan pemohon harus memaksa termohon terlebih dahulu
untuk menjalankan kewajibannya

c.. Bahwa ada campur tangan dari keluarga ternohon dalam rumah tangga
pemohon dan termohon

Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian pada

tanggal 26 Maret 2012 pemohon disuruh pergi oleh keluarga termohon

lalu pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama, dan berpisah

tempat tinggal selama 1 tahun namun sampai bulan Desember 2012

pemohon masih mengunjungi termohon dan anaknya

Bahwa pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan /

cara bermusyawarah atau berbicara dengan termohon secara baik-baik

dengan melibatkan keluarga pemohon dan termohon, namun usaha

tersebut tidak berhasil

Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka pemohon merasa rumah

tangga antara pemohon dan termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena

perselisinan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan
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dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka
pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan termohon
8. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam
perkara ini
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon memohon agar Ketua
Pengadilan Agama Gresik Cg. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini
agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan
sebagai berikut:
Primair :
1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya :
2. Menyatakan memberikan izin kepada pemohon (PEMOHON ASLI) untuk
mengucapkan ikrar talak terhadap termohon (TERMOHON ASLI) di
hadapan sidang Pengadilan Agama Gresik

3. Membebankan biaya menurut hukum
Atau setidak-tidaknya memberikan putusan yang seadil-adilnya *°
Selanjutnya berita acara dalam persidangan mengemukaan sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para
pihak datang secara pribadi menghadap ke persidangan, dan majelis hakim telah
berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil.

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk

menempuh mediasi, namun berdasarkan Surat Pemberitahuan dari Drs. Arifin,

4
% Surat Permohonan Pemohon

46



MH., Hakim Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 23 Juli 2013 yang
pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal.

Bahwa termohon adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai guru SD di
wilayah Tandes, Kota Surabaya, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor: 10 tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 bahwa
untuk melakukan perceraian ternohon harus mendapat surat keterangan dari
atasannya.

Bahwa karena termohon belum mendapat surat keterangan dari
atasannya, maka sidang ditunda sampai 6 bulan demi untuk mendapatkan surat
keterangan dari atasannya.

Bahwa sampai batas 6 bualan termohon belum mendapat surat
keterangan dari atasannya tentang termohon untuk melakukan perceraian dengan
pemohon.

Bahwa pada tanggal 18 Januari 2014 termohon membuat surat
pernyataan yang intinya termohon bersedia menanggung resiko apapun mengenai
Pegawai Negeri Sipil yang berkaitan dengan perceraian yang diakukan oleh
Termohon dengan Pemohon.

Bahwa dengan adanya surat pernyataan dari termohon tersebut tentang
bersedia menanggung resiko di kemudian hari apabila Termohon telah melakukan
perceraian dengan pemohon maka perkara perceraian yang diajukan oleh

pemohon dapat dilanjutkan untuk disidangkan.*

*! Berita Acara Persidangan
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Setelah mendiskripsikan adanya berita acara di atas mengenai
Perceraian Pegawai Negeri Sipil yang belum mendapatkan surat keterangan dari
atasan atau pejabat dan hanya digantikan dengan Surat Pernyataan dari pihak
Termohon yang isinya bersedia menanggung resiko dikemudian hari pasca
diputuskannya perceraian tersebut tidak ada dalam Peraturan Pemerintah yang
mengaturnya.

Perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam
Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Jo. No.45 Tahun 1990 Pasal 3 ayat 2
menyatakan “ Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat
atau Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk
memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud harus mengajukan
permintaan secara tertulis”.** Dan dalam penjelasannya selaku penggugat harus
menyertakan izin, namun selaku tergugat harus menyertakan surat keterangan
dari atasannya. Jelas kiranya dalam kesimpulan pasal ini tak dapat menyertakan
surat keterangan tersebut termohon tak dapat pula melangsungkan perceraiannya
apalagi hingga diputuskannya. Namun putusan No. 0977/Pdt.G/PA/Gs tersebut
termohon tanpa adanya keterangan tetap dalam pemeriksaan hingga diputuskan.
Bahkan adanya jaminan surat keterangan sebagai ganti adanya keterangan dari
atasan pun tak ditemukan dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Mengenai
putusan yang tak lepas dari sebuah pertimbangan dan dasar hukum yang dipakai

oleh hakim menetukan putusan perkara cerai talak tersebut.

** Arkola, Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, hal: 154
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C. Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim dalam Memutuskan Perkara No.
0977/Pdt.G/PA/Gs

Dari surat permohonan hingga berita acara dalam persidangan yang
dibahas di atas, maka tahapan selanjutnya adalah membahas pertimbangan dan
dasar hukum yang dipakai hakim dalam memutuskan perkara tersebut, di
antaranya:

Bahwa berdasarkan pengakuan dan bukti Akta Nikah bernomor:
491/77/1X/2010 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Driyorejo Kabupaten
Gresik telah terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan
bahwa pihak majlis dan mediator telah gagal mendamaikannya

Bahwa Termohon tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil, ketika
dipertanyakan hal surat keterangan perceraian dari atasannya termohon belum
mendapatkan dan hingga siding ditunda 6 bulan Termohon tak kunjung
mendapatkannya. Sehingga Termohon dengan membuat surat pernyataan yang

13

berbunyi “ menanggung resiko apapun dikemudian hari mengenai Pegawai
Negeri Sipilnya

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi
dibuktikan dengan pernyataan dali-dalil permohonan dan beberapa saksi sehingga
tujuan perkawinannya tak terwujud

Sekian pertimbangan-pertimbangan yang tertera dalam putusannya.

Namun ketika Hakim disinggung tentang adanya surat pernyataan

menanggung resiko apapun di kemudian hari atas Pegawai Negeri Sipilnya yang

menjadi dasar dilanjutkannya pemeriksaan hingga putusan, beliau menyatakan
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pertimbangan tentang surat pernyataan tersebut memang tidak ada dalam
aturannya, akan tetapi sebuah inisiatif sendiri,* karena Termohon memang tidak
mengurus keterangan dari atasannya namun hanya menunggu hingga 6 bulan .
Pihak hakim juga sebelumnya mengingatkan atas kelanjutan sidangnya akan
resiko di depannya karena melanggar Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990
tentang perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil. Termohon tetap
bersikeras melanjutkan perceraiannya, ** maka Hakim telah menjalankan
ketentuan Hukum tersebut sesuai pernyataan dalam SEMA ( Surat Edaran
Mahkamah Agung ) No. 5 Tahun 1984. tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan
Pemerintah No. 10 tahun 1983 yang kemudian menjadi No. 45 tahun 1990.
Selain itu dalam hal ini pengadilan agama tidak ingin ada interverensi dari
pihak lain dikarenakan Peraturan Pemerintah . No. 45 tahun 1990 hanya
peraturan bagi pegawai negeri sipil dengan instansinya.

Pihak hakim memberi pertimbangan dengan berdasar kepada kemauan
dari Termohon yang menginginkan perceraian, dengan alasan sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran, tiada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam
rumah tangga, hakim hanya mengabulkan permintaan demi keadilan, dan hakim
tidak memperasalahkan resiko yang harus diterima oleh Termohon kedepannya

nanti. ¥

* Wawancara dengan H.M. Arufin, S.H., M.Hum. ( Hakim Anggota )
* Wawancara dengan Drs.H. M. Affan, M.A. ( Ketua Majlis Hakim )
* Wawancara dengan Drs. Mashngaril Kirom, S.H. ( Hakim Anggota )

50



